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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Peran polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana 
perdagangan orang (human trafficking) khususnya perempuan 
dengan melakukan 2 (dua) upaya sebagai berikut :  
a. Upaya Preventif  
Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum 
terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan polres bantul 
lebih kebentuk sosisalisasi di semua kalangan masyarakat seperti :  
1) Polres Bantul mengajak masyarakat untuk bekerjasama jika 
mengetahui ada tindak pidana perdagangan orang terutama 
perdagangan perempuan agar segera melapor ke pihak polisi. 
2) Melakukan kerjasama dengan kabupaten atau kelurahan untuk 
melakukan penyuluhan untuk memberitahu dampak tentang 
Human Trafficking dibawah dinas sosial. 
3) Melakukan penyuluhan tentang apa saja hal-hal dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana. Memberikan informasi kepada msyarakat 
bahwa Perdagangan Orang adalah hal yang dapat di kenakan 
sanksi pidana, dalam hari tertentu maka akan ada penyuluhan 
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yang dilakukan langsung dengan lembaga perlindungan 
perempuan dan anak tentang pesan-pesan terkait Human 
trafficking. 
4) Melakukan kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan 
dinas pendidikan jadi semua ikut mengambil bagian tidak hanya 
polisi saja, biasanya dinas sosial, kesehatan dan pendidikan 
diundang untuk menyampaikan penyuluhan di masyarakat sesuai 
bidang maasing masing.  
5) Memasang spanduk tentang perdagangan orang (human 
trafficking) khususnya perempuan di tempat-tempat tertentu dan 
mengedarkan brosur kepada semua lapisan masyarakat agar tidak 
mudah tergiur pekerjaan-pekerjaan yang mudah namun 
menghasilakan uang yang banyak.  
b. Upaya Represif  
Upaya represif  merupakan suatu usaha yang lebih bersifat 
pada penindakan atau pemberantasan setelah tindak pidana 
perdagangan perempuan itu terjadi, upaya represif yang 
dilakukan pihak polres bantul adalah penyelidikan, penyidikan 
dan penangkapan dengan menghubungkan dengan Pasal 16 ayat 
(1) Undang-Undang Nomer 2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu cukup maka perkara 
dilimpahkan kekejaksaan. 
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2. Dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (human 
trafficking) khususnya perempuan pihak polres Bantul 
mengalami kendala sebagai berikut : 
a. Kemiskinan, adalah salah satu faktor kendala yang utama karena 
faktor kemiskinan (ekonomi yang kurang) membuat masyarakat 
untuk melakukan usaha perdagangan orang dalam bodang 
eksploitasi ekonomi karena pekerjaan ini mudah dan 
menghasilkan uang dengan cepat. 
b. Kesadaran dari korban yang masih kurang karena korban tidak 
merasa bahwa dirinya sebagai korban, karena dilihat dari segi 
ekonomi si korban merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah 
suatu pekerjaan. 
c. Kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungannya dan 
warga masyarakat disekitarnya menyebabkan pihak polres bantul 
kesulitan untuk memproleh informasi dari masyarakat. 
d. Saranan dan prasarana pemerintah yang masih kurang seperti 
teknologi karena jika pihak polres bantul ingin memproleh data 
yang berbasis jaringan maka harus kepusat yaitu POLDA DIY 
dan itu memakan waktu yang lama. 
e. Anggaran dari pemerintah yang masih kurang. 
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B. Saran 
Bagi polisi khususnya polres Bantul kiranya dapat melakukan upaya  Pre-emtif 
dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan orang,  mendekatkan diri lagi 
dengan masyarakat, supaya informasi kepada masyarakat dapat diterima 
dengan baik dan agar masyarakat tidak ragu atau takut jika ingin melapor 
kepada pihak kepolisian.  
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